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BERITA DAERAH 

KABUPATEN BANTUL 
No.13,2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bantul. 

Perubahan,tarif,retribusi,penggantian,biaya,cetak,kartu 

tanda penduduk,akta catatan sipil. 

       
                                  BUPATI BANTUL 

 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANTUL 
 

NOMOR   13     TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA 

PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTUL, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 A Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, maka ketentuan Retribusi Penggantian Biaya 
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali; 

 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan tarif retribusi akibat 
peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

 
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul 
tentang Perubahan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak 
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

44); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5475); 

 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 

14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
59); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 

9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2); 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan 
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 

11); 
 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22); 

 
 

     MEMUTUSKAN : 

 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN TARIF 

PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN 
AKTA CATATAN SIPIL. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

                    Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Bantul. 
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Bantul. 

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah setiap layanan dalam penerbitan 

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. 
 
 

BAB II 
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

 

 
Perubahan tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : 

 

 

No. Jenis Pelayanan Besarnya Tarif Retribusi 

1 2 3 

1.  Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta 

Perkawinan WNI 

Rp. 0 (nol rupiah) 

2.  Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta 

Perkawinan WNA 

Rp. 0 (nol rupiah) 

3.  Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta 

Perceraian WNI 

Rp. 0 (nol rupiah) 

4.  Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta 

Perceraian WNA 

Rp. 0 (nol rupiah) 

 

 
Pasal 3 

 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mensosialisasikan perubahan tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada masyarakat sebelum diberlakukan. 
 

 
 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 
 

Pengenaan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai tanggal 8 
Februari 2014. 
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Pasal 5 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. 

 
 

 
Ditetapkan di Bantul 
pada tanggal 13 FEBRUARI 2014 

 
BUPATI BANTUL, 

 
          ttd 
 

 
SRI SURYA WIDATI 
 

Diundangkan di Bantul 
pada tanggal  13 FEBRUARI 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
 

                           ttd 
 
 

                    RIYANTONO 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 13 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 

u.b. Asisten Pemerintahan 
Kepala Bagian Hukum 
 

 
 
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H 

NIP. 19691231 199603 1 017 
 

 
 

 


